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Daam perkembangannya terdapat dua kasus yang sama mengenai permohonan izin perkawinan beda agama
namun terdapat perbedaan dalam penetapannya. Dalam penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt hakim
menerima, sedangkan dalam penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla hakim menolak. Akibatnya terdapat
perbedaan pandangan apakah perkawinan beda agama diperbol ehkan atau tidak di Indonesia. Penulisan
Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan statute approach dan pendekatan kasus case approach. Hal ini bertujuan untuk mempelgjari lebih
jauh terkait peraturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta
menganalisis kasus perkawinan beda agama yang telah terjadi. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa
Undang-Undang Perkawinan bukannya tidak mengatur mengenal perkawinan beda agama, namun karena
Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama sehingga keabsahan perkawinan
dikembalikan kepada hukum agamanya masing-masing. Dan adanya Pasal 35 huruf a Undang-Undang
Administrasi Kependudukan merupakan merupakan bentuk peran negara dalam hal administrasi mengenai
pencatatan bagi perkawinan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya melaui penetapan pengadilan,
sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan agar terjaminnya kepastian hukum terhadap perkawinan beda
agama.

...... Nowadays, there are two similar cases concerning permission of inter religions marriage but there are
differencesin judge rsgquo s verdict. In verdict number 46 Pdt.P 2016 Pn.Skt the judge accept, whereas in the
verdict number 71 Pdt.P 2017 Pn.Blathe judge rejected. Consequently there are differences in whether the
inter religions marriage is allowed or not in Indonesia. This research uses normative legal research, by using
statute approach and case approach. It aimsto learn more associated with setting up inter religions marriage
in Law No. 1 of 1974, aswell as analyzing some cases of inter religions marriage that has taken place. In
this study it was found that the Law Number 1 of 1974 on Marriage is not regulating the inter religions
marriage, but the Marriage Law does not recognize the inter religions marriage so that the validity of the
marriage is returned to the perspective of religious law. And the existence of Article 35 point a of the
Population Administration Act isaform of state 39 srole in administrative matters of recording for the inter
religions marriage to register their marriage through the determination of the court, so that the marriage can
be recorded in order to ensure legal certainty to the inter religions marriage.
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